BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan,
bahwasanya pembentukan PPPSRS yang diatur dalam Peraturan Menteri PUPR
Nomor 23/PRT/M/2018 tentang PPPSRS belum memiliki jaminan kepastian
hukum baik secara normatif maupun empiris. Hal ini dikarenakan secara
operasional aturan yang berlaku belum memenuhi elemen kepastian hukum
karena Peraturan Menteri PUPR Nomor 23/PRT/M/2018 tentang PPPSRS tidak
dibuat dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen melalui proses
pembentukan yang jelas dan logis sehingga tujuan dalam kepastian hukum pun
tidak dapat tercapai. Polemik yang selama ini terjadi di lapangan akibat dari
adanya kekosongan hukum dan Kketidakpastian hukum terkait dengan
mekanisme pembentukan PPPSRS telah dijawab oleh Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun dan ditegaskan
kembali dalam peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Menteri PUPR Nomor
14 Tahun 2021 tentang PPPSRS. Mekanisme pembentukan PPPSRS yang
terdiri dari dua tahap pembentukan (tahap persiapan dan pelaksanaan) yang
diatur dalam peraturan tersebut, dapat dinilai pemenuhan kepastian hukumnya
berdasarkan pemenuhan elemen-elemen utama yang terdapat dalam
operasionalisasi kepastian hukum vyaitu adanya ketetapan terkait dengan
pembentukan PPPSRS yang dibuat oleh perangkat hukum seperti peraturan
perundang-undangan untuk mendukung terlaksananya kepastian hukum secara
operasional. Elemen utama lainnya adalah peraturan perundang-undangan yang
dibuat harus dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen melalui proses
pembentukan yang jelas dan logis. Secara normatif, mekanisme pembentukan
PPPSRS yang diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2021
tentang PPPSRS telah memenuhi elemen kepastian hukum secara normatif,
yaitu adanya ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum dalam bentuk

peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan PPPSRS. Aturan ini
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telah memenuhi unsur-unsur kepastian hukum antara lain konkret, tertulis, jelas,
logis, tegas. Konkret dalam artian pembentukan PPPSRS telah secara nyata
diatur, tertulis dalam artian aturan mengenai pembentukan PPPSRS telah
tertuang dalam naskah Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2021 tentang
PPPSRS, jelas dalam artian aturan tentang pembentukan PPPSRS tidak
menimbulkan multitafsir karena telah diatur secara rinci mengenai mekanisme
pembentukan PPPSRS melalui tahapan-tahapan tertentu. Adapun unsur lainnya
dalam kepastian hukum vyang telah dipenuhi dalam aturan mengenai
pembentukan PPPSRS ini adalah logis yaitu aturannya tidak berlawanan
dengan peraturan lainnya dan tegas dalam artian tidak menimbulkan keragu-
raguan utamanya mengenai mekanisme pembentukan PPPSRS. Namun, secara
empiris belum dapat dipastikan bahwa stakeholder rumah susun akan
sepenuhnya menaati peraturan ini secara konsisten dan konsekuen sehingga
sulit untuk menilai ketercapaian elemen kepastian hukum utama lainnya.
Namun demikian, mekanisme pembentukan PPPSRS yang selama ini
memunculkan kebingungan bagi stakeholder rumah susun pada akhirnya
memiliki kepastian hukum yaitu mekanisme pembentukan PPPSRS yang terdiri
dari dua tahapan yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Rumah Susun dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun
2021 tentang PPPSRS, walaupun dengan diberlakukannya aturan tersebut tidak
dapat sepenuhnya memastikan dan menjamin terakomodirnya permasalahan di
lapangan, khususnya yang berkaitan dengan pembentukan PPPSRS.
Sedangkan, aturan mengenai pembentukan PPPSRS yang diatur dalam
Peraturan Menteri PUPR Nomor 23/PRT/M/2018 tentang PPPSRS belum
memiliki jaminan kepastian hukum baik secara normatif maupun empiris. Hal
ini dikarenakan secara operasional aturan yang berlaku belum memenuhi
elemen-elemen kepastian hukum sehingga tujuan dalam kepastian hukum pun

tidak dapat tercapai.
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5.1.2 Peraturan Menteri PUPR Nomor 23/PRT/M/2018 tentang PPPSRS yang
selama ini dipertentangkan terkait sistem pemungutan suara one man one vote
belum memiliki jaminan kepastian hukum baik secara normatif maupun
empiris. Hal ini dikarenakan secara operasional aturan yang berlaku belum
memenuhi elemen kepastian hukum yaitu Peraturan Menteri PUPR Nomor
23/PRT/M/2018 tentang PPPSRS tidak dibuat dan dilaksanakan secara
konsisten dan konsekuen melalui proses pembentukan yang jelas dan logis
sehingga unsur-unsur dalam kepastian hukum pun tidak dapat tercapai. Sistem
pemungutan suara yang saat ini diberlakukan dalam pembentukan PPPSRS
adalah berdasarkan one man one vote yang diatur dalam Peraturan Menteri
PUPR Nomor 14 Tahun 2021 tentang PPPSRS. Namun, sistem pemungutan
suara yang diatur dalam peraturan ini pun tidak dapat sepenuhnya dikatakan
dapat menjamin kepastian hukum. Mengingat, sistem pemungutan suara one
man one vote dalam pembentukan PPPSRS merupakan sistem pemungutan
suara yang baru karena sebelumnya dilakukan berdasarkan NPP. Sistem
pemungutan suara one man one vote dalam pembentukan PPPSRS dapat dinilai
pemenuhan kepastian hukumnya berdasarkan pemenuhan elemen-elemen
utama yang terdapat dalam operasionalisasi kepastian hukum yaitu adanya
ketetapan terkait dengan sistem pemungutan suara dalam pembentukan
PPPSRS yang dibuat oleh perangkat hukum seperti peraturan perundang-
undangan untuk mendukung terlaksananya kepastian hukum secara
operasional. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang dibuat harus
dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen melalui proses pembentukan
yang jelas dan logis. Secara normatif, sistem pemungutan suara ini telah
memenuhi elemen kepastian hukum secara normatif yaitu adanya ketetapan
yang dibuat oleh perangkat hukum dalam bentuk peraturan perundang-
undangan mengenai sistem pemungutan suara dalam pembentukan PPPSRS.
Aturan ini pun secara normatif telah memenuhi unsur-unsur dalam kepastian
hukum antara lain konkret, tertulis, jelas, logis dan tegas. Konkret dalam hal ini
artinya telah secara nyata diatur mengenai sistem one man one vote dalam
sistem pemungutan suara pada pemilihan pengurus dan pengawas PPPSRS,

tertulis dalam artian aturan mengenai sistem pemungutan suara one man one
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vote dalam pembentukan PPPSRS telah termaktub dalam naskah Peraturan
Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2021 tentang PPPSRS, jelas dalam artian
aturan tentang sistem pemungutan suara one man one vote dalam pembentukan
PPPSRS tidak menimbulkan multitafsir karena telah diatur mengenai sistem
pemungutan suara yang digunakan dalam pembentukan PPPSRS. Mengingat,
sebelumnya terjadi misinterpretasi terkait dengan sistem pemungutan suara
yang digunakan dalam pemilihan pengurus dan pengawas pada pembebntukan
PPPSRS. Namun demikian, terdapat ketidakjelasan dalam hal terjadinya
kebuntuan apabila tidak mencapai suara mayoritas pada pemungutan suara
dalam pemilihan pengurus dan pengawas PPPSRS. Selain itu, unsur lainnya
yang terpenuhi adalah logis yaitu aturannya tidak berlawanan dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan tegas dalam artian
tidak menimbulkan keragu-raguan utamanya mengenai aturan sistem
pemungutan suara berdasarkan one man one vote dalam pemilihan pengurus
dan pengawas PPPSRS. Namun, secara empiris tidak dapat dipastikan bahwa
stakeholder rumah susun akan sepenuhnya menaati peraturan ini secara
konsisten dan konsekuen sehingga sulit untuk menilai ketercapaian elemen
kepastian hukum utama lainnya. Namun sejauh ini sistem pemungutan suara
one man vote telah dianggap dapat mengakomodir permasalahan yang selama
ini terjadi akibat dari adanya ketidakpastian hukum sebelum dan setelah
diterbitkannya Peraturan Menteri PUPR Nomor 23/PRT/M/2018 tentang
PPPSRS.

5.2 Saran

5.2.1 Diberlakukannya sistem pemungutan suara one man one vote dalam
pembentukan PPPSRS pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Rumah Susun dan Peraturan Menteri PUPR Nomor
14 Tahun 2021 tentang PPPSRS dapat dikatakan sistem pemungutan suara yang
tergolong cukup baru. Oleh Kkarenanya, terdapat kelemahan dari
diberlakukannya sistem pemungutan suara ini yaitu kemungkinan terjadinya
kebuntuan (deadlock) pada pelaksanaan pemungutan suara dalam pembentukan

PPPSRS yang berakhir imbang dan tidak mencapai suara mayoritas. Terkait hal
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tersebut tidak terdapat aturannya di dalam peraturan perundang-undangan yang
saat ini berlaku, khususnya terkait dengan rumah susun dan PPPSRS. Kondisi
ini dapat menyebabkan terjadinya konflik atau pengambilan keputusan yang
sewenang-wenang oleh pihak tertentu karena tidak adanya aturan hukum yang
mengatur sebagai solusi dari permasalahan ini. Sebaiknya, permasalahan
deadlock pada pelaksanaan pemungutan suara yang mungkin terjadi di masa
yang akan datang perlu diatur di dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14
Tahun 2021 tentang PPPSRS yang mengatur mengenai teknis dari
pembentukan PPPSRS juga termasuk pemungutan suara dalam pemilihan
pengurus dan pengawas PPPSRS. Kemudian dalam perumusan normanya,
panitia musyawarah perlu untuk diberikan kewenangan apabila terjadi deadlock
pada pemungutan suara dalam pembentukan PPPSRS.

5.2.2 Secara normatif, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Rumah Susun dan peraturan pelaksananya yaitu Peraturan
Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2021 tentang PPPSRS telah dapat menjamin
kepastian hukum. Namun demikian, tentunya pelaksanaan dari peraturan
tersebut secara empiris belum tentu dapat menjamin kepastian hukum,
dikarenakan masih memungkinkan adanya inkonsistensi dari penerapannya
oleh stakeholder rumah susun. Terlebih, aturan mengenai pembentukan
PPPSRS dan sistem pemungutan suara dalam pembentukannya tergolong
cukup baru dan menuntut stakeholder rumah susun untuk menyesuaikan aturan
tersebut. Oleh karenanya, sebaiknya perlu dilakukan dan didukung oleh
pentaatan dari stakeholder rumah susun seperti panitia, pemilik sarusun dan
pemerintah agar tujuan dan sasaran kepastian hukum dapat tercapai dalam hal

pemungutan suara pada pembentukan PPPSRS.

5.2.3 Dalam pemungutan suara pada musyawarah PPPSRS, khususnya terkait
dengan kepentingan penghunian, hanya pemilik dan penghuni sarusun yang
mendapat kuasa dari pemilik saja yang memiliki hak suara. Penghuni yang tidak
mendapat kuasa dari pemilik sarusun tidak dilibatkan dalam proses pemungutan

suara dalam musyawarah PPPSRS. Oleh karena itu, hal ini dapat mengancam
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daya mengikat dari keputusan-keputusan PPPSRS yang berkaitan dengan
penghunian karena tidak dilibatkannya penghuni dalam proses pengambilan
keputusan. Dengan demikian, sebaiknya para pemilik sarusun yang tidak
berdomisili di sarusun dan tidak memberikan kuasanya kepada penghuni, wajib
untuk menginformasikan kepada penghuni yang berdomisili di sarusun tersebut
untuk terikat pada aturan yang diterbitkan oleh PPPSRS. Kewajiban untuk
menginformasikan tersebut perlu ditopang oleh Peraturan Menteri, sehingga
memberikan daya mengikat yang kuat dan dapat memastikan keputusan-
keputusan PPPSRS dalam rangka pemeliharaan fasilitas bersama serta satuan
rumah susun secara keseluruhan dapat dijalankan dengan baik oleh para pemilik
maupun penghuni, terlepas dari tidak dilibatkannya penghuni dalam proses
pengambilan keputusan pada musyawarah yang dilaksanakan oleh PPPSRS.
Kemudian dalam  perumusan normanya, pemilik  wajib  untuk
menginformasikan kewajiban penghuni untuk taat pada aturan yang diterbitkan
oleh PPPSRS.
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